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A HSTHRAOE

Indomesis sebagal neEzsrs berkesnbzrng masih  memeriukan
estor aeilng untuk menanambkan modalmva  di Ingonesia.
itdk Ekonami ini jugs harus diikuti dengar Folitik HaMum.
agan  perkatsan lain (klim bhukum vang "favourable” Z2an

diperluran uwnbtuk meningkatkan Lidasntita= ceRsSasan
x=ang ol IndonEsias

Jadi dari ==gi Fiibs hendeknys daoat mesmbsrikac
Jafmirar: dan Kepsskisn haRam bsgi  dinwvestor, T
neEnyvangkut permassalanan penyelesaian sengketa serts pelak=sa-
naan putusannya di negars twan rumsh. Dalze hal 141 peny -
ess1an senghEta melalui arpitrase ssing dan  pelaksanaan
patwesnnyas di Indanesia,

Fengl itian 1mi mErapiskan penelitian  worucis normaki
dengan pendekatan vuridis normatif,

Hag il penslitian megnurjokkan Dahws ksoutusan senokets
pETEATETAT Toh0al s2szing selalul Lembags #r itrase berdasarkan
Lonvensl  bWashington tghbun 1945 dan didutung oleh Koowvens |
Mew  York basluas 1955 fslah aesbssikan Jdﬁ;ﬁ:ﬂ damv  kppasdigh
qotum dalam prlaksacasnniva. Begitu sula halnows di ITndonesis
ang telsk meradifikasi kedus konwensi tersebut harus melak-
snakan  pubinesn atribitrace -asing cibid danyg osnanaman modsl
aning dengsn aszas resiprositas danm tidak bertentangan S=ngan

St ang

in -

agas hketertibso: umpm. Mala2oupon pada mulanva merimbelEas
"iegal debate™ sebelus keluarnyd peraturan Mahkamah Higung

RI "HNo. 1 Takhun 13258 temtarng Tata Cars Peliaksan=zsey Putusas
crbit-ase Leling.

Dari h==i1 penelitian depat diElmuulbar Cafks
pErnyElocalan sengketzs nenansman modal aci ng me=lslud Lemb=gsa
ARroitraze ARIng sudsh diakul Leberadasannyas dan dapat ofjak-
sanazan putussnnys di lndonesiag.




"T. Pendahuluan

Indonesla dewasa ini telah banyal terlibat dalam
kegiatan penanaman medal seing, dalam arti semalkin banyvak-
n¥za  ilnvesbtor-investor asing vang menananmkan modalnya  di
Indonesia. Hal ini pada dasarnva sejalan dengsan kebijakaa-
naan pemerintah RI yang tertuang dalam berbagai peraturan
sejak di undangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1587
tentang penanaman modal asing.

Dalam perkembangannya ternyata penanaman modal asing
ini kian harl kian kompleka, s=ialan dengan Therkembang
pesatnya lalu lintas ekonomi vang diikuti aleh perkemban-
gan hukum. Kenyataan ini juga berakibat terhadap Indone-
21z, maka secara langsung Indenesia akan terlibat dengan
verbagai  akibat dari kegiatan tersebut, antara lain ke-
mungkinan terjadinyas senghketa penanaman modal.

fada tanggal 18 Maret 1965 di Washington telah ditan-—
da tangani cleh anggota Bank Dunia sebuah konvensi tentang
venyvelesaian perselisihan mengenal penanaman madal negara
dan warga negara asing, atau vane dikenal dengan Konvenai
ICS5ID {Convention on The Settlement of Investment Disputes
Between States on Naticnals of Other States). 1/

Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1968
Indonesia telah turut mengesahkan konvenai teraebut,
dengan  kenyatazsn inl maka secara yuridis Indonesia  telah

terikat wuntuk Juga telah melaksanakan itu serta Secara

1/Huals Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Raja wali
Pers, Jakarta 1991, hle 33.



oraktis dapat menggunakan fasllitas vang adse  untuk men-
valesaikan sengketz dalam penanaman modal, sepertil  Badan
Arbitrase ICSID atau the Centre berkedudukan di Washinton
dan kerafiliasi dengan Bank Tnia.

ouatu telash atas upaya penyelesaisn sengketa melalul
Konvensi ICSID dalam hal penanaman medal ini mendadi
penting untuk dilakukan, pertama saat ini Indonesia secara
malkum {internasional) telah terikat atzs konvensi tersebut
dan kedua untulr mengetahul talacara ICSEID menvelesaiban
songketa dalam penenaman modal serta konsekusnsi  yvuridis-
nya hagi Indonssia.

izamping itu pada tanggal & Agustus tahun 1981,
bardasarkan Herpres Ho 34 tahun 15981 telabh mengesahkan
rula Eeonvensi Hew York tshun 1258 (Conventicon on  The
Becegnition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards).
Konvensi tentang pengakuan dan pelalkesansan pubtusan-putusan
arbitrase asing ini dilakukan di Hew York pada tahun 1258
rada suatu  "United Hations Conference on International
Commercial Arbltration”. ¥onvension ini mendarat dukungan
ntama dari international Chambsr on Commerce {IDC}.Ef

Akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memarparkan
lekih  Jauh tentang peranan lembasgas arbitrase ICSID, Ikhu-
susnya bagil penyeleszian sengketa penanaman modal  yang

dewasa inl semakin di galakan di Indonesia serta pelaksa-

efmf, Elly Erawati, Sesi-ceql Arbitrasse Iniernational dalam

Penansnan figdal di Indonesia: Suaiu Studi fendahweludn gari Sudut

rubkum Zhkonomi, Fusat Studi Hekum, Universitas FKatolik Parahyangan,
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IV, Metode Penclitian

Penelitlian ini merupakan hulkum normatif waltu ingin
mengetbahui pengaturan hukum tentang penyelesnian  sangketa
penanaman modal aszing dan pelaksansan putusannyva di Indo-
nesia.

Metodse wang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analizis dengan pendekatzn vuridis normatif.
Teknilk pengumpulan datz dilakuken melalui studi  kepus-
talaan dengan menggunakan bahan-bkahan hulktum primer, se-
kunder.

Selandutnya dalam penelitian ini  akan digunakan
meLode analieis Lerupa  tsknik analiza lrualitatif-
degkripbif. Analisa didshulul dengan mempelajari semua
penganturan hukum polok serta relevan dengan pokoak persca-
lan wvang diteliti kemudizn dilandutlkan dengan pembahasan
vang diuraikan escara logiz dan sistematis. Kemudian
mengkonfirmasikan dengan prakteknya/pelaksanaannyz melalui

studi khusus.

V. Hasil dan Pembahasan.

L. [embaga Arbitrase =sebagail sarana penvelesaian

sengketa di bidangan penanaman medal

1.1 Politik ekonomil dan hukum terhadap modal
Azing

Di dalam s=jarah perckonomian Indonesia modal  asing

tidak lagl meprupalan sualy hal yang Pandangan Jdan

—

eing.

sikap vang pragmatlis telzah 41 tuangkan dalam ketetapan HER




Demiltanlah gambaran penyveleszaian sengkets dan pelak-
2anzan kKeputusan arbitrase asing penanaman modsl asing 41
i o R Ll .'. % s
Indone=ia dimana dengan adanys TParma Ne.i/1990 dianggsp
telah melengkapi Esppres No. 34/1881 walsupun hanya meru-

rakan pengambilan alih ketetapan =aja.

Fesimpulan dan Saran

Fesimpulan

1. Lembaga arbltrase sebagain alternative dispuie reselubien »

talah diakui Reberadszannva sedak zaman pendajalh  hingga
saat sekarsng lnl, zebagaimzsna diatur dalam paszl 615

E.V EB.4 651 R.V zerts pazal 3 avat I D) Mo, 14 tahun

1870 tenptang pokok-polkok kekvaszan Yehakiman.

2. Penyelesgian sengketa melalui lambaga arbitrase menru-

pakn Jalur penyelesaizn vansg menguntungkan dibidang
perdagangan  termasuk cenaraman modal  asing, karena

raktu yang cepat, adanys orang-orang vang ehli, rahasia

.

para rihzsk terdamin den lain-lain sebagainya.

Mengenai tata cars penyelesaian sengketa dibidang

i |

renanaman modal asing menurut Kovensi ICSID padz  4zhun

1985 antara lain :

a. Adanyas pernvataan tegas pars pihzak menyeranlan
kasusnva kehadapan ICEID fpéﬁ%ﬁ#ﬁ%ﬂ-konuunsi,.

b. Perkara diperiksa dengan mengunakzn hukum vang zebs
lumnya telah dipilih cleh para pihak.

=, Feputusannya bersifat terekhir- dan menciks ifinal

=zrnd  bandin

T (Fazal 52 konvensi ICEID)  dan haras

F-'I

diskul aleh npegara opessrtae kovensi selbagainana
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